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Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa narapidana yang melakukan
pelanggaran pada saat proses pembinaan di Lembaga Pemasyrakatan akan dikenakan sanksi yang keputusannya dapat diambil oleh
Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan di bantu pelaksanaannya oleh petugas Lembaga Pemasyarakat. Namun dalam
pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaanyang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan dalam
pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran, menjelaskan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan
pembinaan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran,serta menjelaskan upaya apa yang dilakukan petugas dalam
mengatasi permasalahan pembinaan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, yaitu suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan
penelitian pelaksanaan di lapangan dengan mengacu pada keilmuan hukum yang menggunakan metode penelitian lapangan dan
metode kepustakaan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.
Hasil penelitian dapat menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran belum
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, narapidana yang melakukan pelanggaran diberikan sanksi oleh petugas
atau didamaikan dengan cara kekeluargaan. Hambatan yang dihadapi petugas adalah sarana dan prasarana yang tidak memadai dan
kurangnya sumber daya manusia dari petugas. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah pemanfaatan
sarana yang ada untuk pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran dan meningkatkan sumber daya
manusia para petugas.
Disarankan kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan sanksi berupa pembinaan yang sesuai dengan ketentuan
yang berlaku agar memberikan efek jera pada narapidana yang melakukan pelanggaran untuk tidak mengulangi lagi
pelanggaran-pelanggaran pada masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan.
